ABSTRAK

Muhamad Ibnu Fajar, 12103193058, Kewenangan pemerintah
Daerah Dalam Melindungi Hak Atas Pendidikan Anak Punk
Di Kabupaten Indramayu Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah, 2025, Pembimbing Nurush Sobahah,
M. H.I.

Kata kunci: Kewenangan, Hak pendidikan, Anak punk.

Penelitian ini1 di dasari adanya fenomena atau masalah sosial
terhadap anak di Kabupaten Indramayu. Terutama mengenai masalah
anak punk atau anak jalanan dan juga jaminan pendidikan bagi anak
itu sendiri, dari problematika tersebut peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul
“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Atas
Pendidikan Anak Punk di Kabupaten Indraamayu”

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana
kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan
anak punk di kabupaten Indramayu? 2) bagaimana tinjauan hukum
islam terhadap kewenangan pemerintah daerah daalam melindungi
hak pendidikan anak punk di kabupaten Indramayu?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di
Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Sumber data yang digunakan
yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data
yang dilakukan peneliti berupa observasi, wawancara, dan dokumtasi.
Teknik analisis data yang digunakan vyaitu penyajian data,
pengambilan Kesimpulan dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data
yang digunakan dalam penelitian ini adaalah dengan cara
perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan trigulasi
sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) kewenangan
pemerintah Kabupaten Indramayu dalam hal menangani hak
pendidikan anak punk sudah dilaksanakan sesuai undang-undang dan
peraturan daeraah yang berlaku dengan cara menyediakan saarana dan
prasarana seperti panti sosial atau balai sosial yang berada di Cirebon
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dan palimanan untuk membina dan mejamin hak-hak anak punk
termasuk hak pendidikannya terpenuhi. Kemudian untuk pendidikan
anak punk di Kabupaten Indramayu melalui bupati sudah membuat
program prioritas yang namanya sistem kejar paket yang di
peruntukannya bagi anak-anak yang memang kesulitan dalam
mengakses atau mendapatkan hak pendidikan nya dan semua itu di
sediakan oleh pemerintah daerah kabupaten Indramayu dan juga
dibiayai oleh pemerintah. 2) tinjauan hukum islam tentang
kewenangan pemerintah dalam hal pendidikan anak punk ini sejalan
dengan ketentuan hukum islam dan Magasid syariah yaitu (Hifz al-
Agl) yang harus dijaga dan dipenuhi sebagai salah satu bentuk
tercapainya kemaslahatan yang mengajarkan persamaan hak setiap
manusia tanpa membeda-bedakan guna menciptakan kebaikan,
keadilan dan kesejahteran bagi setiap warga negara.
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ABSTRACT
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This research is based on the existence of phenomena or social
problems for children in Indramayu Regency. Especially regarding the
problem of punk children or street children and also the guarantee of
education for the children themselves, from these problems the
researcher is interested in conducting research in the form of a thesis
with the title “The Authority of the Regional Government in Protecting
the Right to Education for Punk Children in Indramayu Regency”.

The formulation of the problems in this study are: 1) how is the
authority of the local government in protecting the educational rights
of punk children in Indramayu district? 2) how does Islamic law
review the authority of local governments in protecting the
educational rights of punk children in Indramayu district?

The research method used is empirical legal research with a
qualitative approach. The research location was conducted at the
Indramayu Regency Social Service. The data sources used are primary
and secondary data sources. Data collection techniques used by
researchers are observation, interviews, and documentation. The data
analysis techniques used are data presentation, conclusion drawing
and verification. Checking the validity of the data used in this study is
by means of extended observation, observation persistence, and source
triangulation.

The results of this study indicate that: 1) the authority of the
Indramayu Regency government in terms of handling the educational
rights of punk children has been implemented in accordance with
applicable laws and regional regulations by providing facilities and
infrastructure such as social institutions or social centers located in
Cirebon and Palimanan to foster and ensure the rights of punk children
including their educational rights are fulfilled. Then for the education
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of punk children in Indramayu Regency through the regent has made
a priority program called the package pursuit system which is intended
for children who have difficulty in accessing or obtaining their
educational rights and all of that is provided by the local government
of Indramayu Regency and also financed by the government. 2) The
review of Islamic law on the authority of the government in terms of
education for punk children is in line with the provisions of Islamic
law and Magqasid sharia, namely (Hifz al-Aql) which must be
maintained and fulfilled as a form of achieving benefits that teach the
equal rights of every human being without discriminating in order to
create goodness, justice and welfare for every citizen.
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